
 
 

 

 
BUPATI NUNUKAN 

PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

 

PERATURAN BUPATI NUNUKAN 
NOMOR  27  TAHUN  2017 

 
TENTANG 

 
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN NUNUKAN TAHUN ANGGARAN 2016 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI NUNUKAN, 

 
Menimbang :   bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 
Tahun 2017 tentang  Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Nunukan tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2016; 

 
Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten 

Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai 
Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 
Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3962); 

 
  2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 
 

SALINAN 



 
  3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 
 
  4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

 

  5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

 
  6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomr 4438); 
 
  7. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 
 

  8. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

 
  9. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

 
  10. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5679); 



  11. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia 
Nomor 5601); 

 
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 
 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

 
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5155); 
 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

 
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 



  18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 
tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

 

  19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  6041); 

 

  20. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 

Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Nunukan Tahun 2009 Nomor 4 Seri A Nomor 04); 

 

  21. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nunukan 

Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Nunukan Tahun 2011 Nomor 19); 

 

  22. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 

Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan 
Tahun 2012-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Nunukan Nunukan Tahun 2012 Nomor 4); 
 

  23. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 
Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2015 Nomor 

15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016 Nomor 
7); 

 

  24. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 
Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun  Anggaran 2016 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Nunukan Tahun 2017 Nomor 7); 

 
  25. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 41 Tahun 2015 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita 
Daerah Kabupaten  Nunukan Tahun 2015 Nomor 

41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Bupati Nunukan Nomor 3 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Atas Keputusan Bupati Nunukan 

Nomor 41 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten  
Nunukan Tahun 2016 Nomor 3); 



MEMUTUSKAN  : 
 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG 
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016. 
        
 

Pasal  1 
 

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2016 terdiri atas : 
 

a. Pendapatan : 

1. Pendapatan Asli Daerah   Rp.         71.767.977.320,12 
2. Dana Perimbangan   Rp.    1.075.759.845.548,00 
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah  Rp.       146.967.471.018,47 

                    
Jumlah Pendapatan        Rp. 1.294.495.293.886,59 

    
b. Belanja : 

1. Belanja Tidak Langsung 

a) Belanja Pegawai      Rp        446.800.666.409,00 
b) Belanja Bunga       Rp.                                0,00 

c) Belanja Subsidi      Rp.           6.478.879.200,00 
d) Belanja Hibah       Rp.         14.639.823.106,00 
e) Belanja Bantuan Sosial   Rp.                 97.000.000,00 

f) Belanja Bagi Hasil     Rp.                             0,00 
g) Belanja Bantuan Keuangan  Rp.       164.808.227.399,43 
h) Belanja Tidak Terduga   Rp.           222.216.000,00 

         
                                          Rp.       633.046.812.114,43 

2. Belanja Langsung 
a) Belanja Pegawai     Rp.       165.780.712.352,96 
b) Belanja Barang dan Jasa   Rp.       171.737.617.714,49 

c)  Belanja Modal      Rp.       284.615.182.330,62 
 

          Rp.       622.133.512.398,07 
        

Jumlah Belanja              Rp. 1.255.180.324.512,50 

  Surplus              Rp.      39.314.969.374,09 
                  

c. Pembiayaan : 

1. Penerimaan       Rp.    30.272.389.316,24 
2. Pengeluaran       Rp.             0,00 

 
Jumlah Pembiayaan Netto                Rp.        30.272.389.316,24 

 

  Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  
  Tahun Berkenaan      Rp.      69.587.358.690,33   

 
 
 

 
 



Pasal 2 
 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
1 tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati Nunukan ini. 

 
        

Pasal 3 

 
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. 
               
 

Pasal 4 
 
Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati Nunukan ini. 

 
 

Pasal  5 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya,  memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Nunukan. 
 

Ditetapkan di Nunukan 

pada tanggal 23 Agustus 2017 
 

BUPATI NUNUKAN, 
 

                                                                           ttd 

 
ASMIN LAURA HAFID 

 
Diundangkan di Nunukan 

pada tanggal  23 Agustus 2017 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, 

                     ttd 

           TOMMY HARUN 

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2015 NOMOR  27 

 


